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akuntabilitas publik.  

 

Jakarta,     Mei 2008 

Sekretaris Utama 

 

  

Kuswono Soeseno 

NIP 060044711 



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

  ii

DAFTAR ISI 

 

 Halaman 

Kata Pengantar  i 

Daftar Isi  ii 

Daftar Tabel iv 

Daftar Grafik v 

Pernyataan Telah Direviu vi 

Pernyataan Tanggung Jawab  vii 

I. Ringkasan 1 

II. Laporan Realisasi Anggaran  4 

III. Neraca  5 

IV. Catatan atas Laporan Keuangan (Audited) 6 

A. Penjelasan Umum 6 

A.1. Dasar Hukum 6 

A.2. Kebijakan Teknis Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) 
7 

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 12 

A.4. Kebijakan Akuntansi 13 

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 23 

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran 23 

B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran 23 

B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya 34 

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca  36 

C.1. Posisi Keuangan Secara Umum 36 

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca 36 

C.3. Catatan Penting /Pengungkapan Lainnya 46 

  

Lampiran:  

A. Laporan-laporan Pendukung  

• LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan  

• LRA Belanja dan Pengembalian Belanja  

• Neraca Percobaan  

B. Laporan Barang Pengguna   

• Laporan Barang Pengguna Tahun 2007  



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

  iii

• Laporan Kondisi Barang  

• Rincian Saldo Awal  

C. Laporan Rekening Pemerintah  

D. Lain-lain   

E. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Koreksi hasil audit BPK-RI  

 



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

  iv

DAFTAR TABEL 

 

  Halaman 

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Tahun 2007 23 

Tabel 2 Rincian Realisasi PNBP Tahun 2007 dan 2006 24 

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Sumber Dana 
Tahun 2007 

26 

Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Jenis Belanja 
Tahun 2007 

26 

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Program Tahun 
2007 

27 

Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Jenis Satuan 
Kerja Tahun 2007 

28 

Tabel 7 Realisasi Belanja Tahun 2007 dan 2006 per-Jenis Belanja 29 

Tabel 8 Realisasi Belanja Tahun 2007 dan 2006 per-Sumber Dana 30 

Tabel 9 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2007 32 

Tabel 10 Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun 2007 33 

Tabel 11 Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2007 33 

Tabel 12 Daftar Aset Tetap 38 

Tabel 13 Daftar Aset Lainnya 43 

 



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

  v

DAFTAR GRAFIK 

 

  Halaman 

Grafik 1 Rincian Realisasi PNBP Tahun 2007 24 

Grafik 2 Rincian Realisasi PNBP Tahun 2007 dan 2006 25 

Grafik 3 Komposisi Alokasi Belanja Tahun 2007 26 

Grafik 4 Anggaran dan Realisasi Belanja per-Jenis Belanja Tahun 
2007 

27 

Grafik 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Program Tahun 
2007 

28 

Grafik 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Jenis Satuan 
Kerja Tahun 2007 

28 

Grafik 7 Realisasi Belanja Tahun 2007 dan 2006 per-Jenis Belanja 29 

Grafik 8 Realisasi Belanja Tahun 2007 dan 2006 per-Sumber Dana 30 

Grafik 9 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2007 dan 2006 39 

 



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

  vi

 
 

INSPEKTORAT  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
 

 

PERNYATAAN TELAH DIREVIU 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

 

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan 
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Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam 

laporan keuangan adalah penyajian manajemen keuangan BPKP. 
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I.  RINGKASAN
 

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (LKPP), Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri 

Keuangan selaku pengelola fiskal. Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan  

dan Pembangunan (BPKP) ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia (BPK RI). 

Laporan Keuangan BPKP Tahun 2007 audited  ini telah disusun dan disajikan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). 

Laporan Keuangan BPKP Tahun 2007 audited  ini disusun dari laporan 

keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah BPKP dan disusun secara 

berjenjang. 

 
1. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2007 dengan 

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 

Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007. 

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2007 berupa Penerimaan 

Negara Bukan Pajak  sebesar Rp.981.742.312 atau mencapai 8.020,77% dari 

estimasi pendapatan.  

Realisasi Belanja Negara pada TA 2007 adalah sebesar 

Rp.482.087.806.479 atau mencapai 85,78% dari anggarannya. Jumlah realisasi 

Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar 

Rp.482.062.659.079 atau 86,03% dari anggarannya dan Belanja Pinjaman Luar 

Negeri berupa rupiah murni pendamping sebesar Rp.25.147.400 atau 1,50% dari 

anggarannya. 
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Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2007 dan 2006 dapat disajikan 

sebagai berikut: 

Uraian 
TA 2007 TA 2006 

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 

Pendapatan Negara dan Hibah 12.240.000 981.742.312 123.735.000 1.557.550.686 
     

Belanja Rupiah Murni 560.322.538.000 482.062.659.079 485.631.483.000 437.100.065.330 

Belanja Pinjaman Luar Negeri *)  1.674.909.000 **)     25.147.400 4.300.000.000 0 

Jumlah Belanja 561.997.447.000 482.087.806.479 489.931.483.000 437.100.065.330 

*) Termasuk Rupiah Murni Pendamping Rp.38.020.000; 
**) Realisasi Rupiah Murni Pendamping 

 
2. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, 

dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2007. 

Jumlah Aset per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp.658.528.795.609 

yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.3.899.123.537; Aset Tetap sebesar 

Rp.642.444.065.004; dan Aset Lainnya sebesar Rp.12.185.607.068. 

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp.867.628.612 

yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. 

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2007 adalah sebesar 

Rp.657.661.166.997 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar 

Rp.3.031.494.925 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 654.629.672.072. 

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2007 dan 2006 dapat disajikan sebagai 

berikut: 

Uraian 
Jumlah per Nilai kenaikan/ 

(penurunan) 31-12-2007 31-12-2006 

Aset 658.528.795.609 593.865.525.621 64.663.269.988

 Aset Lancar 3.899.123.537 4.148.060.535 (248.936.998)

 Aset Tetap 642.444.065.004 569.468.601.598 72.975.463.406

 Aset Lainnya 12.185.607.068 20.248.863.488 (8.063.256.420)
  

Kewajiban 867.628.612 854.513.086 13.115.526

 Kewajiban Jangka Pendek 867.628.612 854.513.086 13.115.526
  

Ekuitas Dana  657.661.166.997 593.011.012.535 64.650.154.462

 Ekuitas Dana Lancar 3.031.494.925 3.293.547.449 (262.052.524)

 Ekuitas Dana Investasi 654.629.672.072 589.717.465.086 64.912.206.986
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3. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, 

metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang 

diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan 

keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja 

diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh 

dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan 

ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas 

aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas 

diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. 

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal 

pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan. 

 



II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A  PENDAPATAN 
■ Penerimaan Perpajakan -                          -                            -                         -                        -                          -                         -                         -                       
■ Penerimaan Negara Bukan Pajak 12,240,000              981,742,312             969,502,312          8,020.77              123,735,000           1,557,550,686       1,433,815,686       1,259              

 TOTAL PENDAPATAN 12,240,000              981,742,312             969,502,312          8,020.77              123,735,000           1,557,550,686       1,433,815,686       1,259              

B  BELANJA  
B.1 Rupiah Murni 560,322,538,000     482,062,659,079      (78,259,878,921)    86.03                    485,631,483,000    437,100,065,330   (48,531,417,670)    90.01              

■ Belanja Pegawai 239,531,919,000     205,229,904,322      (34,302,014,678)    85.68                    194,491,377,000    165,951,937,301   (28,539,439,699)    85.33              
■ Belanja Barang 238,752,086,000     199,316,979,078      (39,435,106,922)    83.48                    173,173,353,000    157,345,529,554   (15,827,823,446)    90.86              
■ Belanja Modal 82,038,533,000       77,515,775,679        (4,522,757,321)      94.49                    117,966,753,000    113,802,598,475   (4,164,154,525)      96.47              

B.2 Pinjaman Luar Negeri 1,674,909,000         25,147,400               (1,649,761,600)      1.50                      4,300,000,000        -                         (4,300,000,000)      -                   
■ Belanja Pegawai 109,582,000            -                            (109,582,000)         -                        -                          -                         -                         -                   
■ Belanja Barang 1,565,327,000         25,147,400               (1,540,179,600)      1.61                      3,970,000,000        -                         (3,970,000,000)      -                   
■ Belanja Modal -                          -                            -                         -                        330,000,000           -                         (330,000,000)         -                   

 TOTAL BELANJA 561,997,447,000     482,087,806,479        (79,909,640,521)      85.78                    489,931,483,000     437,100,065,330     (52,831,417,670)      89.22              

Lihat catatan atas laporan keuangan yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

NO. U R A I A N REALISASI DI
ATAS (BAWAH)

ANGGARAN
ANGGARAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
(Dalam Rupiah)

REALISASI DI
ATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REALISASI
ANGGARAN

% REALISASI
ANGGARAN

20062007

ANGGARAN REALISASI REALISASI



III.  N E R A C A

N E R A C A
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
( DALAM RUPIAH )

2007 2006 Jumlah %
1 2 3 4 5

ASET
ASET LANCAR
■ Kas di Bendahara Pengeluaran 862,048,127              854,513,086              7,535,041                   0.88                      
■ Kas di Bendahara Penerimaan 5,580,485                  -                                5,580,485                   -                        
■ Piutang Bukan Pajak -                                1,728,183                  (1,728,183)                  (100.00)                 
■ Bagian Lancar Tagihan TGR 1,080,000                  1,080,000                  -                                 -                        
■ Piutang Bukan Pajak Lainnya 63,107,900                379,470,500              (316,362,600)              (83.37)                   
■ Persediaan 2,967,307,025           2,911,268,766           56,038,259                 1.92                      

JUMLAH ASET LANCAR 3,899,123,537           4,148,060,535           (248,936,998)              (6.00)                    

ASET TETAP
■ Tanah 85,820,069,534         84,625,752,665         1,194,316,869            1.41                      
■ Peralatan dan Mesin 213,630,739,286       184,765,697,414       28,865,041,872          15.62                    
■ Gedung dan Bangunan 310,568,394,531       281,321,162,233       29,247,232,298          10.40                    
■ Jalan, Irigasi dan Jaringan 9,749,127,010           8,415,812,310           1,333,314,700            15.84                    
■ Aset Tetap Lainnya 1,100,780,196           882,149,821              218,630,375               24.78                    

Sub Jumlah 620,869,110,557       560,010,574,443       60,858,536,114          10.87                    
■ Konstruksi Dalam Pengerjaan 21,574,954,447         9,458,027,155           12,116,927,292          128.11                  

JUMLAH ASET TETAP 642,444,065,004       569,468,601,598       72,975,463,406          12.81                   

ASET LAINNYA
■ Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR 17,690,000                18,770,000                (1,080,000)                  (5.75)                     
■ Aset Tak Berwujud 7,599,116,135           2,137,956,557           5,461,159,578            255.44                  
■ Aset Lain-lain 4,568,800,933           18,092,136,931         (13,523,335,998)         (74.75)                   

JUMLAH ASET LAINNYA            12,185,607,068            20,248,863,488             (8,063,256,420)                    (39.82)

JUMLAH ASET 658,528,795,609       593,865,525,621       64,663,269,988          10.89                   

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
■ Uang Muka dari Kas Umum Negara (KUN) 862,048,127              854,513,086              7,535,041                   0.88                      
■ Pendapatan yang Ditangguhkan 5,580,485                  -                                5,580,485                   -                        

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 867,628,612                854,513,086                13,115,526                  1.53                      

EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
■ Cadangan untuk Piutang 64,187,900                  382,278,683                (318,090,783)               (83.21)                   
■ Cadangan untuk Persediaan 2,967,307,025             2,911,268,766             56,038,259                  1.92                      

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 3,031,494,925             3,293,547,449             (262,052,524)               (7.96)                     
EKUITAS DANA INVESTASI
■ Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 642,444,065,004         569,468,601,598         72,975,463,406           12.81                    
■ Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 12,185,607,068           20,248,863,488           (8,063,256,420)            (39.82)                   

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 654,629,672,072         589,717,465,086         64,912,206,986           11.01                    

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 658,528,795,609         593,865,525,621         64,663,269,988           10.89                    

JUMLAH Kenaikan (Penurunan)NAMA PERKIRAAN
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IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
 

Penjelasan 
umum 
Dasar Hukum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.   PENJELASAN UMUM 
A.1.  DASAR HUKUM 
1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, Pasal 55 ayat (2) menetapkan bahwa Menteri/pimpinan 

lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum 

pada kementerian negara/lembaga masing-masing; 

3. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang 

menetapkan bahwa LKPP (Audited) disusun berdasarkan LKPP 

(Unaudited) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil 

pemeriksaan BPK; 

4. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan; 

5. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2002 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 

59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Pusat; 

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-24/PB/ 

tahun 2006 tentang penyusunan Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga. 
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Kebijakan 
Teknis BPKP 
 

 
Rencana 
Strategis 
BPKP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN 
DAN PEMBANGUNAN 

A.2.1. Rencana Strategis BPKP 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

adalah lembaga pemerintah non departemen, yang dibentuk 

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 

Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana yang telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

nomor 11 tahun 2005. 

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP 

bertanggung jawab untuk membantu kelancaran dan keberhasilan 

tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang 

berkesinambungan. Lebih jauh diharapkan mampu mendorong 

tercapainya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang baik. 

Komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi, 

yaitu sebagai “Auditor Intern Pemerintah Yang Proaktif dan 
Terpercaya Dalam Mentransformasikan Manajemen 
Pemerintahan Menuju Pemerintahan Yang Baik dan Bersih” 

Redefinisi BPKP harus juga digerakkan oleh misi untuk  lebih 

memposisikan dirinya demi mewujudkan dampak sosial 

keberadaannya, sehinggga misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran 

untuk alasan keberadaan BPKP  dalam konstruksi sosial Indonesia 

ke depan. Dengan demikian, kinerja dan citra BPKP akan sangat 

bergantung pada kemampuannya menunjukkan bahwa 

keberadaannya  memang beralasan, dengan tiga ukuran yang lebih 

didekatkan kepada harapan masyarakat. Oleh karena itu, misi BPKP 

ditetapkan dalam 3 (tiga) rumusan yang berorientasi ke luar, yaitu: 

1. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, 

meningkatnya kinerja program pemerintah, serta terwujudnya 

iklim yang mencegah KKN untuk keberhasilan pencapaian 

target-target dan prioritas pembangunan nasional; 
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2. Meningkatkan kepercayaan publik kepada Pemerintah melalui  

pengkomunikasian hasil pengawasan; 

3. Mengembangkan governance system dan sinergi antar APIP 

dalam rangka meningkatkan kualitas  hasil pengawasan intern 

pemerintah. 

Untuk mewujudkan ketiga misi tersebut, maka ditetapkan 

tujuan strategis yang tercermin dalam matrik sebagai berikut: 

MISI TUJUAN STRATEGIS 
1.1 Terwujudnya tata kelola yang baik pada 

IPP/IPD//BUMN/BUMD dan meningkatnya 
kinerja program pemerintah 

1.2 Terciptanya iklim yang mencegah dan 
memudahkan pengungkapan kejadian 
KKN 

Misi 1: 
Mendorong terwujudnya tata 
kelola pemerintahan yang 
baik, meningkatnya kinerja 
program pemerintah, serta 
terwujudnya iklim yang 
mencegah KKN untuk 
keberhasilan pencapaian 
target-target dan prioritas 
pembangunan nasional 

1.3 Termanfaatkannya hasil audit dan non 
audit untuk mendorong pencapaian 
target-target dan prioritas pembangunan 
nasional 

Misi 2: 
Meningkatkan kepercayaan 
publik kepada Pemerintah 
melalui  pengkomunikasian 
hasil pengawasan 
 

2.1 Meningkatnya persepsi publik yang positif 
terhadap BPKP dan pemerintah 

3.1 Terwujudnya sistem pengawasan yang 
terintegrasi 

3.2 Meningkatnya kualitas hasil pengawasan 
sesuai dengan perspektif stockholders 
dan stakeholders 

3.3 Meningkatnya kualitas APIP 
3.4 Tersedianya cakupan produk/jasa baru 

yang dibutuhkan auditan/pengguna untuk 
pencapaian target kinerjanya 

3.5 Terwujudnya perencanaan pengawasan 
yang terarah dan sinergis 

3.6 Terciptanya efisiensi biaya pengawasan 
3.7 Terwujudnya jaminan mutu dan 

kepatuhan pada setiap pelaksanaan 
kegiatan BPKP 

3.8 Tercapainya ketepatan waktu pelaporan 
3.9 Tersedianya SDM pengawasan yang 

kompeten dan berintegritas 
3.10 Tercapainya optimalisasi sistem informasi 
3.11 Terciptanya iklim kerja yang kondusif di 

lingkungan BPKP 
3.12 Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan 
3.13 Tersedianya sarana dan prasarana sesuai 

kebutuhan 
3.14 Tersedianya bantuan hukum pada setiap 

aspek kegiatan 

Misi 3: 
Mengembangkan 
governance system dan 
sinergi antar APIP dalam 
rangka meningkatkan 
kualitas  hasil pengawasan 
intern pemerintah 
 

3.15 Terwujudnya kesejahteraan pegawai 
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A.2.2. Organisasi dan Tata Kerja BPKP 

Organisasi dan Tata Kerja BPKP, diatur dengan Keputusan 

Kepala BPKP nomor Kep-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Pebruari 

2001. 

BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di 

bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP 

menyelenggarakan fungsi: 

 pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang 

pengawasan keuangan dan pembangunan; 

 perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan 

keuangan dan pembangunan; 

 koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP; 

 pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap 

kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan; 

 penyelenggaraan, pembinaan, dan pelayanan administrasi umum 

di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata 

laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, 

perlengkapan, dan rumah tangga. 

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di 

lingkungan BPKP Pusat  posisi 31 Desember 2007 adalah sebagai 

berikut: 

 Kepala BPKP : Drs. Didi Widayadi, MBA 
 Sekretaris Utama : Drs. Kuswono Soeseno, MA 
 Deputi Pengawasan 
Instansi Pemerintah Bidang 
Perekonomian 

: Dr. Binsar H Simanjuntak, Ak., MBA 

 Deputi Pengawasan 
Instansi Pemerintah Bidang 
Polsoskam 

: Iman Bastari, Ak.,M.Acc. 

 Deputi Pengawasan Bidang 
Penyelenggaraan 
Keuangan Daerah 

: Drs. Djadja Soekirman 

 Deputi Bidang Akuntan 
Negara 

: Ardan Adiperdana, Ak.,MBA 

 Deputi Bidang Investigasi : Suradji, Ak., MM 
 Inspektorat : Drs. Abi Rusman Tjokronolo. 
 Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pengawasan 

: Arzul Andaliza, Ak., MBA 
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 Pusat Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengawasan 

: Dr. Meidiyah Indreswari, SE, M.Sc 

 Pusat Informasi 
Pengawasan 

: Drs. Tahria Syafrudin, MASc. 

 Pusat Pembinaan Jabatan 
Fungsional Auditor 

: Condro Imantoro, Ak.,M.Sc. 

 

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, BPKP 

mempunyai 25 perwakilan  yang tersebar di 24 wilayah provinsi. 

 
A.2.3. Sumber Daya Manusia 

Jumlah pegawai BPKP per 31 Desember 2007 sebanyak 

6.022 orang  yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Jumlah pegawai menurut jabatan: 

Jabatan Jumlah % 

Struktural  430 orang 7,14 

Fungsional Auditor 3.624 orang 60,18 

Widyaiswara 18 orang 0,30 

Fungsional Analis Kepegawaian 91 orang 1,51 

Fungsional Analis Arsiparis 117 orang 1,94 

Fungsional Pranata Komputer 16 orang 0,27 

Fungsional Dokter 5 orang 0,08 

Fungsional Perawat 3 orang 0,05 

Non Struktural/Fungsional 1.718 orang 28,53 

Jumlah 6.022 orang 100,00 
 
2. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: 

Pendidikan Jumlah % 

S. 3 6 orang 0,10 

S. 2 432 orang 7,17 

D. IV/ S. 1 3.005 orang 49,90 

D. III/ Sarmud 1.208 orang 20,06 

D. I 42 orang 0,70 

SLTA 1.182 orang 19,63 

SLTP 58 orang 0,96 

SD 89 orang 1,48 

Jumlah 6.022 orang 100,00 
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A.2.4. Pendapatan BPKP 

BPKP tidak mempunyai Pendapatan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) yang berasal dari pelaksanaan tugas pokoknya. Realisasi 

PNBP selama tahun 2007 dan 2006 semuanya berasal dari PNBP 

lainnya diluar tugas pokok. Realisasi PNBP selama tahun 2007 dan 

2006 adalah sebagai berikut: 

Tahun Kenaikan (Penurunan) 
Uraian Jenis PNBP 

2007 2006 Jumlah % 
 Pendapatan sewa 

rumah negara 189.871.168 164.995.083 24.876.085 15,08 

 Pendapatan lain–
lain 791.871.144 1.392.555.603 (600.684.459) (43,14)

Jumlah 981.742.312 1.557.550.686 (575.808.374) (36,97)

 

Secara keseluruhan realisasi PNBP turun sebesar 36,97%, hal 

ini disebabkan terutama karena turunnya jumlah pelunasan Piutang 

GRID dari jumlah Rp.949.886.664 pada tahun 2006 menjadi 

Rp.114.715.970. Penurunan tersebut disebabkan antara lain karena 

menurunnya jumlah pegawai yang mengajukan permohonan 

berhenti atas permintaan sendiri dari 20 (dua puluh) orang pegawai 

pada tahun 2006 menjadi 4 (empat) orang pada tahun 2007. 

Penurunan juga disebabkan karena sebagian besar Piutang GRID 

telah diserahkan penagihannya kepada Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN) Departemen Keuangan. 

 

A.2.5. Belanja BPKP 

Tahun Kenaikan (Penurunan) 
Jenis Belanja 

2007 2006 Jumlah % 

 Belanja Pegawai 205.229.904.322 165.951.937.301 39.277.967.021 23,67 

 Belanja Barang 199.342.126.478 157.345.529.554 41.996.596.924 26,69 

 Belanja Modal 77.515.775.679 113.802.598.475 (36.286.822.796) (31,89)

Jumlah 482.087.806.479 437.100.065.330 44.987.741.149 10,29 

 

Secara keseluruhan realisasi belanja naik sebesar 10,29%, 

hal ini disebabkan terutama adanya kenaikan belanja pegawai 

berupa kenaikan tunjangan fungsional, tunjangan struktural, dan gaji 

serta pembayaran uang makan; kenaikan belanja barang berupa 

pemberlakukan tarif perjalanan dinas riil (at cost), mutasi struktural 

dan fungsional, dan penambahan  kegiatan crash program seperti 
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audit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), verifikasi 

uang pengganti pada Kejaksaan, inventarisasi aset PDAM se-

Indonesia, peningkatan kapasitas tenaga penyusun laporan 

keuangan dan review pada Bawasda se-Indonesia; serta penurunan 

belanja modal dengan telah selesainya pembangunan gedung kantor 

BPKP Jalan Pramuka pada akhir tahun 2006. 

 
 
A.3.  PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

Laporan Keuangan BPKP Tahun 2007 merupakan laporan 

yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas 

pelaporan BPKP, termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah 

BPKP seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang 

bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan 

kepadanya. Laporan Keuangan BPKP disusun berdasarkan 

kompilasi data/laporan keuangan satuan kerja satuan kerja di 

lingkungan BPKP. 

Untuk tahun 2007, satuan kerja yang dicakup dalam Laporan 

Keuangan BPKP meliputi 31 satker yang berada dalam satu eselon I 

BPKP. 

Laporan Keuangan Tahun 2007 ini mencakup transaksi 

keuangan yang berasal dari APBN, yang dikelola oleh satuan kerja 

pusat dan daerah (unit vertikal) sebesar Rp.561.997.447.000 untuk 6 

(enam) satuan kerja pusat dan 25 (dua puluh lima) satuan kerja 

daerah. 

Transaksi keuangan yang berasal dari APBN yang melalui 

Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) yaitu Bagian 

Anggaran 069 sebesar Rp.15.837.851.000 pada Kantor Pusat BPKP 

untuk kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) dan Audit 

Kekayaan RRI, sesuai SP-DIPA nomor 0262.1/069-03.0/-/2007 

tanggal 9 Mei 2007. 

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi 

Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) 

dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Satuan kerja  

membukukan transaksi keuangan melalui SAI baik untuk transaksi 

pendapatan maupun belanja.  

Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan 
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Laporan Keuangan yang terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan kompilasi 

Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang 

berada di bawah BPKP. Laporan Realisasi APBN terdiri dari 

Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.  

2. Neraca 

Neraca disusun berdasarkan kompilasi neraca entitas akuntansi 

yang berada di bawah BPKP dan disusun melalui SAI. 

3. Catatan atas Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang 

pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau 

daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka 

pengungkapan yang memadai. 

Data neraca yang disajikan dalam laporan keuangan ini 

berasal dari Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). 

Seluruh satuan kerja yang ada di lingkungan BPKP sudah 

melaksanakan SABMN secara penuh. 

 

A.4.  KEBIJAKAN AKUNTANSI 
Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas 

yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas 

Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.  

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca 

diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak 

atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas 

atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.  

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2007 

telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang 

telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, 

dalam penyusunan LKPP telah diterapkan kaidah-kaidah 

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. 
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Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan 

Laporan Keuangan BPKP adalah : 

1. Pendapatan 

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah 

ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan 

yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar 

kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat 

kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan 

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan 

bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran).  

 

2. Belanja 
Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi 

ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan 

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran 

kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara 

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat 

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja 

disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi 

ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan 

Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan 

fungsi. 

 

3. Aset   
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 

dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan 

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh 

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk 

sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan 

jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian 

aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, 
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kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset 

diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan 

berpindah. 

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset 

Lainnya. 

a. Aset Lancar 
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan 

segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual 

dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 

Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. 

1) Piutang PNBP/Tagihan Ganti Rugi (TGR); 
Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain 

atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas 

dan belum diselesaikan pada tanggal Neraca, yang 

diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak 

lebih dari satu tahun. Piutang dicatat dengan nilai 

nominal  dan diakui pada saat timbulnya hak atas 

piutang tersebut. 

Piutang yang berasal dari klaim ganti rugi ikatan dinas 

(GRID) dicatat atas dasar penerbitan surat keputusan 

pemberhentian dalam tahun berjalan. Untuk piutang 

yang berumur lebih dari satu tahun dikelompokkan dalam 

aset lain-lain. Piutang  dalam valuta asing disajikan 

dalam rupiah dengan nilai tukar pada tanggal neraca. 

2) Persediaan; 
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung 

kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang 

yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  

Persediaan disajikan sebesar: 

 Biaya perolehan apabila diperoleh dengan 

pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi 

harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya 

penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung 
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dapat dibebankan pada perolehan persediaan. 

Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa 

mengurangi biaya perolehan.  Persediaan di neraca 

dinilai dengan harga perolehan terakhir  

 Biaya standar apabila diperoleh dengan 

memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan 

meliputi biaya langsung yang terkait dengan 

persediaan yang diproduksi dan biaya overhead 

tetap dan variabel yang dialokasikan secara 

sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan 

menjadi persediaan. 

 Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya 

seperti donasi/rampasan. 

 

b. Aset Tetap 
Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh 

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap 

dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga 

per 31 Desember 2007 pada harga perolehan.  

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 

Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum 

kapitalisasi, yaitu: 

(1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan 

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih 

dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan 

(2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya 

sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta 

rupiah). 

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai 

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai 

biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, 

dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan 

barang bercorak kesenian.  
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Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung 

dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, 

serta konstruksi dalam pengerjaan. 

1) Tanah; 
Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan 

mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan 

tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, 

penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai 

tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai 

bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli 

tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk 

dimusnahkan. 

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya 

perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah 

didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat 

perolehan. 

2) Peralatan dan Mesin; 
Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan 

jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk  

memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap 

pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang 

berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya 

pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung 

lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai 

peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. 

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh 

melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan 

dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. 

Biaya  perolehan peralatan dan mesin yang dibangun 

dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk 

tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung 

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, 

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua 

biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan 
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pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut. 

3) Gedung dan Bangunan; 
Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. 

Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan 

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan 

maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran 

pada saat perolehan.  

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun 

dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk 

tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung 

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, 

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua 

biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan 

pembangunan aset tetap tersebut. 

Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, 

biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya 

perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta 

jasa konsultan. 

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 
Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan 

menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap 

pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya 

konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai 

jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. 

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang 

diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan 

dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya 

pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. 

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan 

tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan 

baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan 

dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan 
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dan pembongkaran bangunan lama. 

5) Aset Tetap Lainnya; 
Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan 

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset 

tersebut sampai siap pakai. 

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh 

melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya 

perencanaan dan pengawasan, serta biaya  perizinan. 

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan 

melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak 

langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga 

kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan 

pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. 

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan; 
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya 

perolehan. 

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara 

swakelola meliputi: 

 Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan 

konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan 

termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, 

peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi 

konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta 

biaya rancangan dan bantuan teknis yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi. 

 Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada 

umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi 

tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan 

dan bantuan teknis yang tidak secara langsung 

berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-

biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan 

konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. 

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak 

konstruksi meliputi: 
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 Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor 

sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;  

 Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak 

ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak 

konstruksi. 

 

c. Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar  dan 

aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan 

Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 

(TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan 

dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. 

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari 

penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai 

pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari 

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan 

setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh 

pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan 

angsuran. 

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap 

bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan 

untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang 

diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak 

langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang 

dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian 

dalam pelaksanaan tugasnya. 

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan 

setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar. 

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara 

dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk 

melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan 

menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. 

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang 

dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta 

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau 
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jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas 

kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software 

komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, 

goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak 

Berwujud dalam pengembangan. 

Aset  Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat 

dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, maupun 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Yang termasuk dalam aset 

lain-lain adalah: 

 Barang Milik Negara (BMN) kondisi rusak berat yang 
sudah dihentikan penggunaannya, tetapi belum ada surat 
keputusan penghapusan; 

 Tuntutan Ganti Rugi Ikatan Dinas (TGRID) yang berumur 

lebih dari dua belas bulan terhadap pegawai yang 

diberhentikan sebelum masa ikatan dinasnya berakhir. 

 

4. Kewajiban 
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya 

ekonomi pemerintah. Kewajiban pada satuan kerja dalam lingkup 

Kementerian Negara/Lembaga hanya berupa uang muka dari 

KPPN yaitu uang persediaan yang belum 

dipertanggungjawabkan menjadi belanja definitif ke Kas Umum 

Negara dan pendapatan yang ditangguhkan yaitu pendapatan 

yang belum disetorkan ke Kas Umum Negara pada tanggal 

pelaporan. 

 
5. Ekuitas Dana 

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu 

selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana 

diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. 

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan 

kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan 

selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. 

 

 


